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A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan implementasi dari naluri setiap manusia, 
Allah secara tegas mengintrodusir ciptaannya dalam al-Qur‟an dengan 
berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh.
1
 Mereka yang berpasang-pasangan 
melakukan perkawinan untuk menghalalkan hubungan guna meneruskan 
keturunan sebagai wujud ibadah manusia terhadap Allah SWT. Pada 
praktiknya rangkaian perkawinan sangatlah beranekaragam hal ini di latar 
belakangi karena Indonesia adalah Negara Kepulauan. Sehingga, Indonesia 




Keanekaragaman tradisi ini sendiri merupakan sebuah gambaran 
bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati dan 
menjaga kekayaan tradisi yang ada. Seperti halnya dalam Islam pun adat atau 
tradisi yang juga sangat dihargai olehnya. Adat atau tradisi dalam Islam biasa 
disebut dengan „Urf. „Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang 
banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan 
atau keadaan meninggalkan.
3
 Sehingga, hal inilah yang membuat manusia 
memiliki norma atau aturan tersendiri di setiap wilayahnya. 
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Keanekaragaman adat istiadat ini berdampak pula pada perkawinan. 
Seperti yang terjadi di daerah Jawa. Adat perkawinan di Jawa umumnya 
berkiblat pada adat Jogja atau Solo. Tahapan pernikahan adat Jawa yang lebih 
sistematis dapat diwakili dari tulisan Wibawati 
4
yaitu : 
1. Tahap pembicaraan, antara pihak yang akan mempunyai hajat mantu 
dengan calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat 
melamar dan menentukan hari penentuan 
2. Tahap kesaksian, yang merupakan peneguhan pembicaraan yang 
disaksikan oleh pihak ketiga, yaitu warga kerabat dan atau para sesepuh 







 dan gethok dino
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3. Tahap siaga yaitu pemilik hajat mengundang para sesepuh dan sanak 
saudara untuk membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acara-
acara pada waktu sebelum, bertepatan, dan sesudah hajatan, yang dalam 
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4. Tahap rangkaian upacara, bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa 
















Pada tahapan-tahapan tersebut terdapat tahap dimana setiap pasangan 
yang akan menikah sebelumnya melakukan pertemuan antar dua keluarga 
terlebih dahulu untuk membicarakan tentang kesediaan dan kelanjutan 
hubungan. Pertemuan tersebut dilaksanakan dengan cara, pihak laki-laki 
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beserta rombongan datang ke rumah pihak perempuan untuk meminta izin 
dan kesediaan pihak perempuan untuk menjadikan anaknya sebagai 
pendamping hidup. Pertemuan itu dinamakan dengan lamaran atau 
peminangan. 
Lamaran atau peminangan merupakan acara pendahuluan perkawinan, 
disyari‟atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu 
memasuki perkawinan di dasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta 
kesadaran masing-masing pihak.
20
 Dengan demikian, acara tersebut dilakukan 
untuk mengenal lebih dalam antara kedua belah pihak yang akan melakukan 
perkawinan dan juga menjadikan lamaran sebagai perantara untuk 
mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai. Pernyataan yang disampaikan 




Acara lamaran atau peminangan disetiap daerah pastinya berbeda-
beda tergantung dari budaya yang mereka anut. Walaupun inti yang 
disampaikan sama, pasti ada beberapa hal yang membuat acara menjadi 
berbeda. Tata cara lamaran pada umumnya memang ada pembicara yang 
mewakili, penyematan cincin kepada pihak perempuan jika mereka 
menghendaki dan pemberian barang bawaan oleh pihak laki-laki, dan 
pembahasan persiapan perkawinan terkait waktu dan segala hal yang 
berhubungan dengan itu.  
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Tradisi Jawa menyebutkan bahwa mereka lebih condong pada tata 
cara perkawinan di Solo dan Jogja. Maka tidak heran bahwa, dalam acara 
lamaran pun banyak kesamaan karena adat yang mereka anut. Namun, 
ternyata ada yang membuat acara lamaran itu berbeda dari yang lainnya. 
Yaitu pemberian uang kepada para tamu yang hadir dalam acara tersebut.  
Tradisi semacam ini juga terjadi di Desa Kepudang, Kecamatan 
Binangun, Kabupaten Cilacap. Pemberian uang dimaksudkan sebagai tanda 
bahwa para tamu merupakan saksi dalam lamaran. Pemberian dilakukan oleh 
pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
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Uang yang diberikan dianggap sebagai barang bukti telah 
dilakukannya acara lamaran, yang dinamakan paneksi. Dimana mereka yang 
hadir memang benar-benar datang dan menyaksikan prosesi acara lamaran 
tersebut. Pemberian uang dilakukan setelah pihak perempuan menerima 
lamaran laki-laki tersebut. Jumlah uang yang diberikan biasanya minimal Rp. 
20.000,00 sampai Rp. 50.000,00. per orang tergantung jumlah pihak yang 
hadir dalam acara lamaran. Namun, untuk biaya paling tinggi tergantung 
kesediaan pihak yang memiliki hajat.
23
 
Pendampingan dari masing-masing pihak dengan kehadiran tokoh 
masyarakat seperti sesepuh tokoh adat dan pengurus RT merupakan bentuk 
lamaran atau peminangan dan ajang perkenalan secara resmi dengan 
membawa beberapa barang bawaan dan uang yang digunakan untuk 
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melangsungkan perkawinan. Sehingga ini merupakan bagian dari budaya 
yang dijunjung oleh masyarakat itu sendiri dan Islam tidak menuntut secara 
teknis dalam melakukan upacara lamaran atau peminangan.
24
 
Prosedur peminangan atau khit}bah dalam Islam dilakukan secara 
sederhana. Menurut Imam Nawawi dalam al-Az\ka>r al-Nawawiyyah di 
sunnahkan bagi orang yang meminang untuk memulai dengan membaca 
hamdalah dan shalawat untuk Rasull Saw. Hal tersebut dimaksudkan agar 
acara peminangan mencapai keberkahan. Kata Imam Nawawi, dalam kitab 
Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, dan yang lainnya meriwayatkan melalui 
Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: 
“Setiap perkataan menurut riwayat yang lain setiap perkara yang tidak 
dimulai dengan bacaan hamdalah, maka hal itu sedikit barakahnya. Menurut 




Pembacaan hamdalah dan shalawat Nabi dilanjutkan dengan 
penyampaian kehendak. Cara penyampaian kehendak peminangan dapat 
dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara sindiran dan secara jelas. 
Peminangan yang disampaikan secara sindiran dilakukan dengan 
menggunakan perumpamaan yang samar yang mengandung keinginan untuk 
menikahinya seperti dengan mengatakan, “Banyak orang yang 
memandangmu, mengharapkanmu, dan ingin menjagamu. Tiada seorang pun 
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yang bisa menemukan wanita sepertimu?” penggunaan kalimat sindiran 
dilakukan terhadap perempuan yang sedang dalam masa ‘iddah. Lalu, 
peminangan dikatakan secara jelas misalnya “menikahlah denganku ketika 
kamu halal atau aku akan menikahimu ketika kamu halal” atau kalimat yang 
serupa.
26
 Setelah itu, peminang tinggal menunggu keputusan dari pihak 
wanita apakah ia akan menolak atau menerimanya. 
Ketentuan tentang adanya saksi dalam lamaran tidak ada dalam Islam. 
Saksi dalam lamaran hanyalah kehadiran dari pihak keluarga. Hal ini 
dikarenakan peminangan merupakan hubungan menuju keseriusan 
bagaimanapun keterlibatan keluarga sangat penting. Sehingga, persetujuan 
dari keluarga mempengaruhi hubungan kelanjutan diantara keduanya. 
Namun, masyarakat menganggap bahwa saksi penting dalam proses lamaran. 
Terdapat tradisi paneksi dimana kedua belah pihak atau salah satunya saling 
membagi-bagikan uang kepada para tamu sebagai bukti adanya saksi dalam 
acara tersebut. Saksi yang dihadirkan memiliki maksud bahwa kedua belah 
pihak sama-sama tidak terikat dengan orang lain dan agar terhindar dari 
adanya pembatalan lamaran. 
Untuk mengetahui lebih banyak mengenai tradisi tersebut, penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul 
Tradisi Paneksi Dalam Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 
Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap). 
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B. Penegasan Istilah 
1. Tradisi 
Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang 
yang masih dijalankan dalam masyarakat.
27
 Maksud dari tradisi ini ialah 
tradisi paneksi dalam acara lamaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa 
Kepudang. 
2. Paneksi  
Paneksi berasal dari kata saksi yang artinya uang saksi
28
. 
Masyarakat Desa Kepudang mengistilahkan paneksi sebagai tradisi 
pemberian uang sebagai simbol bukti persaksian bahwa para tamu yang 
hadir sudah menyaksikan acara lamaran tersebut. Sehingga uang tersebut 
dinamakan uang saksi. 
3. Hukum Islam  
Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-
Nya yang mengandung larangan, pilihan atau menyatakan syarat, sebab, 
dan halangan untuk suatu perbuatan hukum.
29
 Dalam hal ini penulis 
menggunakan metode hukum islam yaitu „Urf  karena tradisi ini 
merupakan kebiasaan masyarakat. 
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B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana tradisi Paneksi dalam acara lamaran di Desa Kepudang, 
Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap? 
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Paneksi dalam acara 
lamaran di Desa Kepudang, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi Paneksi dalam acara lamaran  
2. Untuk mengetahui bagaimana tradisi Paneksi dalam acara lamaran di Desa 
Kepudang, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 
dan pengetahuan tentang tradisi Paneksi dalam acara lamaran yang 
dilakukan oleh masyarakat Desa Kepudang, Kecamatan Binangun, 
Kabupaten Cilacap 
2. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta 
menambah khazanah pengetahuan, sehingga masyarakat lebih mengetahui 
bagaimana tradisi Paneksi dalam acara lamaran. 
E. Kajian Pustaka 
Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang beranekaragam. 
Diantara keanekaragaman budaya Indonesia yang paling bersifat regional 
yaitu budaya Jawa. Keanekaragaman regional kebudayaan Jawa ini sedikit 
banyak cocok dengan daerah-daerah yang memiliki logat bahasa jawa dan 




kesenian rakyat, dan seni rupa. Dari berbagai ragam budaya tersebut timbulah 
tradisi-tradisi yang ada di Pulau Jawa khususnya di Jawa Tengah.  
Keanekaragaman tradisi membuat daerah yang ditempati memiliki ciri 
khas masing-masing seperti dalam skripsi yang ditulis Theadora Rahmawati, 
Mahasiswa Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 
2017 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan dan 
Perkawinan pada Mayarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten 
Sumenep. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pertunangan dilakukan pada 
usia dini dan tak jarang mereka dinikahkan pada usia masih anak-anak secara 
sirri akan tetapi mereka tidak berkumpul karena masih melanjutkan sekolah 
terlebih dahulu.
30
 Sehingga, fokus permasalahan yang dibahas ialah tentang 
syarat pertunangan dan perkawinan yang terjadi karena salah satu syarat 
belum terpenuhi. 
Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Saleha, Mahasiswa Fakultas 
Syari‟ah Universitas Islam Negeri Suska Riau tahun 2015 yang berjudul 
Pelaksanaan Pertunangan Menurut Adat di Desa Kualu Nenas Kecamatan 
Tambang Ditinjau Menurut Hukum islam menjelaskan tentang pelaksanaan 
pertunangan harus dilakukan dengan menggunakan cincin yang bertujuan 
untuk menguatkan hubungan antara peminang dan terpinang. Tanda tersebut 
juga harus diperlihatkan oleh mamak dan nini pihak perempuan sebagai bukti 
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 Skripsi tersebut sudah jelas bahwa pembuktian adanya 
pertunangan dilakukan dengan adanya pemasangan cincin yang diperlihatkan 
kepada pihak keluarga perempuan bukan pada tradisi paneksi yang diungkap 
oleh penulis. 
Selain itu, dalam skripsi yang ditulis oleh Abdul Aziz, Mahasiswa 
Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 
yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Tukar cincin (Studi 
Kasus di Desa Simpang Asam, kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, 
Provinsi Lampung). menjelaskan tentang pelaksanaan tukar cincin dilakukan  
sesuai dengan ketentuan adat. Pemasangan dilakukan setelah lamaran atau 
setelah ijab qabul. Selain itu, prosesi pertunangan dianggap sebagai wujud 
keseriusan antara laki-laki dan perempuan. Mereka yang sudah terikat dalam 
ikatan pertunangan dianggap sudah menjalin hubungan dengan baik dan 
sudah tidak ada lagi gunjingan dari masyarakat sekalipun berjalan berdua.
32
 
Dari skripsi tersebut, terdapat perbedaan yang ditunjukkan yaitu tradisi 
pertunangan yang dilakukan masyarakat desa simpang asam fokus membahas 
pemakaian cincin dan permaslahan lain yang ditunjukkan ialah pelaksanaan 
pertunangan dilaksanakan untuk mendapat pengakuan dari masyarakat. 
Sedangkan skripsi yang dilakukan penulis ialah fokus membahas tentang 
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tradisi paneksi yaitu tradisi bagi-bagi uang untuk para tamu sebagai bukti 
bahwa para tamu sudah menjadi saksi dalam lamaran. 
Selanjutnya, dalam skripsi yang ditulis oleh Munawarotul Ismayati, 
Mahasiswa Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 
2018 yang berjudul Tradisi Pranikah Menurut Adat Jawa dalam Pandangan 
Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangjati Sampang Cilacap) 
menjelaskan tentang urutan tradisi pranikah yang dilakukan oleh masyarakat 
Jawa pada umumnya. Selain itu, tradisi setelah lamaran juga dibahas dalam 
skripsi tersebut. Sehingga, penjelasan yang diberikan lebih umum.
33
 
Walaupun pelaksanaan lamaran membahas tentang tradisi, namun dilihat dari 
tahapannya tidak ada yang membahas tentang tradisi paneksi. 
Penelitian yang dilakukan dari masing-masing skripsi diatas memang 
memiliki kesamaan yaitu membahas tradisi. Namun, terdapat perbedaan dari 
setiap tradisi yang ditunujukkan. Lalu, dalam skripsi yang ditulis oleh 
Munawarotul Ismayati memang membahas tradisi masyarakat Jawa. Namun, 
tidak ada pembahasan mengenai tradisi paneksi yang dilakukan oleh penulis. 
F. Sistematika Pembahasan  
Penulis mengawali pembuatan skripsi ini dengan melakukan langkah-
langkah sistematis agar memberikan kemudahan dengan memaparkan dari 
bab I sampai bab V dan masing-masing bab terdiri dari beberapa subab yang 
terdiri dari : 
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 Bab pertama, memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 
metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Kemudian dalam bab kedua, terdiri dari 2 sub bab antara lain tradisi 
lamaran dan yang kedua konsep „urf. Masing masing memiliki subab 
tersendiri yaitu pengertian lamaran, dasar hukum lamaran, syarat-syarat 
lamaran, melihat pinangan, akibat hukum lamaran dan hikmah disyariatkan 
lamaran. Lalu, pada konsep „urf terdiri dari pengertian „urf, dasar hukum „urf, 
macam-macam „urf, syarat-syarat „urf, kehujjahan „urf dan terakhir 
kedudukan „urf. 
Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis 
penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta 
metode analisis data. 
Bab keempat, berisi tentang data dan analisis terhadap tradisi Paneksi 
dalam acara lamaran perspektif hukum islam yang memuat Tradisi Paneksi 
dalam Acara Lamaran, Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi Paneksi 
dalam Acara Lamaran di Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten 
Cilacap 










A. Kesimpulan  
1. Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat 
mengambil kesimpulan bahwa praktik tradisi paneksi dalam acara lamaran 
di Desa Kepudang adalah dengan membagi-bagikan uang kepada pihak 
tamu yang hadir dengan besarnya amplop dari Rp. 20.000,00 sampai 
dengan Rp. 50.000,00. Uang tersebut sebagai simbol adanya saksi dalam 
lamaran. Saksi tersebut dianggap penting oleh masyarakat. Tanpa adanya 
saksi acara lamaran belum kuat. Sedangkan tujuannya yaitu agar terhindar 
dari adanya pembatalan lamaran karena dengan adanya saksi yang 
diperkuat dengan uang maka keduanya diyakini tidak memiliki pasangan 
satu sama lain. Pemberian tergantung kemampuan pihak yang memiliki 
hajat. Ada yang melakukannya secara menyeluruh dan ada pula yang 
sebagian. Uang yang diberikan diutamakan pihak sesepuh seperti tokoh 
adat, pengurus RT sampai bapak-bapak yang menghadiri acara lamaran 
tersebut. Namun, prosedur yang dilakukan ada yang berdasarkan alasan 
karena mengikuti adat yang sudah ada dan ada unsur kerelaan dari pihak 
yang memiliki hajat itu sendiri.  
2. Tradisi paneksi dalam acara lamaran di Desa kepudang jika dilihat dari 
sudut pandang hukum Islam, yakni dengan metode istinbath hukum yaitu 
„urf dapat dikategorikan apabila diitinjau dari segi materi yang bisa 




perbuatan karena membagi-bagikan kepada para tamu. Dilihat dari segi 
ruang lingkup penggunaannya, tradisi paneksi masuk dalam kategori ‘urf 
kha>s, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu 
yang tidak berlaku di semua tempat. Dilihat dari segi penilaian baik dan 
buruknya masuk dalam kategori ‘urf fa>sid karena tradisi paneksi yaitu 
memberikan uang sebagai simbol saksi dalam lamaran yang bertujuan 
untuk menghindari terjadinya pembatalan lamaran. Hal ini merupakan 
anggapan masyarakat yang kurang tepat karena merupakan sifat berburuk 
sangka kepada ketetapan Allah SWT. Sedangkan, satu responden 
menganggap bahwa tradisi paneksi sebagai wujud syukur kepada para 
tamu telah menyaksikan lamaran termasuk kedalam kategori ‘urf s}ah}i>h} 
karena hal tersebut merupakan bentuk terima kasih pihak yang mempunyai 
hajat terhadap para tamu yang hadir. Selain itu, pemberian dilakukan 
sesuai kemampuan merupakan keikhlasan pihak tuan rumah. Maka itu 
artinya pihak yang memiliki hajat menjalankan ibadah karena Allah SWT.  
B. Saran  
Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis 
memberikan saran kepada masyarakat Desa Kepudang mengenai tradisi 
paneksi sebagai berikut: 
1. Masyarakat Desa Kepudang agar dapat terus melestarikan tradisi paneksi 
dengan cara membagi-bagikan uang dengan tujuan yang baik sebagai 
wujud syukur kepada Allah SWT atau bentuk terima kasih pihak yang 




2. Sebaiknya masyarakat Desa Kepudang membuang keyakinan bahwa uang 
yang diberikan sebagai tanda agar tidak terjadi pembatalan lamaran karena 
ditakutkan masing-masing pihak memiliki pasangan lain hal tersebut 
merupakan sifat berburuk sangka kepada Allah tentang apa yang 
ditetapkan. 
3. Sebaiknya wujud dari uang saksi tidak membebankan dan memberatkan 
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